REPUBLIK INDONESIA

No.451, 2018 KEMENKEU. Pemberian Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 /PMK.010/2018
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  ketentuan mengenai pemberian fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 tentang  Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi
langsung pada industri pionir untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, perlu mengatur kembali
ketentuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
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Mengingat

Menetapkan

melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan

Pajak Penghasilan Badan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki
nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis

produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin



(1)

(2)

(3)
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investasi, atau pendaftaran penanaman modal Wajib
Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan
Pajak Penghasilan badan, termasuk perluasan dan
perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria
Industri Pionir.

Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama
kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke
pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses

produksi lebih lanjut.

Pasal 2

Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal

baru pada Industri Pionir dapat memperoleh

pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama
yang dilakukan.

Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang
terutang.

Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman
modal baru dengan nilai rencana penanaman modal
paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima
ratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman
modal baru dengan nilai rencana penanaman modal
paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman
modal baru dengan nilai rencana penanaman modal

paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima
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(4)

(1)

triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari
Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk
penanaman modal baru dengan nilai rencana
penanaman  modal paling  sedikit  sebesar
Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah)
dan paling banyak kurang dari
Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);
e. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk
penanaman modal baru dengan nilai rencana
penanaman modal paling sedikit sebesar
Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun

pajak berikutnya.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) Wajib Pajak badan harus memenubhi kriteria:

a. merupakan Industri Pionir;

b. merupakan penanaman modal baru;

c. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru
minimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah);

d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara
utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan
besarnya perbandingan antara utang dan modal
perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak
Penghasilan;

e. belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian

atau pemberitahuan mengenai penolakan



(2)

f.

2018, No.451

pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh Menteri
Keuangan; dan

berstatus sebagai badan hukum Indonesia.

Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mencakup:

a.

industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi
baja) dengan atau tanpa turunannya, yang
terintegrasi;

industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak
dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang
terintegrasi;

industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam,
atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang
terintegrasi;

industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa
turunannya, yang terintegrasi;

industri kimia dasar organik yang bersumber dari
hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan
dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi;
industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa
turunannya, yang terintegrasi;

industri pembuatan semi konduktor dan komponen
utama komputer lainnya seperti semikonduktor
wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD),
electrical driver, atau Liquid Crystal Display (LCD)
yang terintegrasi dengan industri pembuatan
komputer;

industri pembuatan komponen utama peralatan
komunikasi seperti semikonduktor wafer, backlight
untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver,
atau Liquid Crystal Display (LCD) yang terintegrasi
dengan industri pembuatan telepon seluler
(smartphone);

industri pembuatan komponen utama  alat
kesehatan yang terintegrasi dengan industri
pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau

elektroterapi;



